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KALAU semua berjaan kancar, lebih dari 190
jutarakyat Indonesia pemegang hak pilih, Rabu 17
Juli, akan menggunakan haknyamemilih tokoh-tokoh
idola mereka untuk menjadi anggota DPR, DPD,
DPRD proving, DPRD kota/kabupaten, dan Presiden-
Wakil Presiden RI untuk masabakti 2019-2024. Boleh
juga mencoblos partainya. WNI di luar negeri yang
menggunakan jasaposbahkan sudah lebih dulumeng-
gunakan hak pilihmereka.

Peristiwa politik sebagal bagian dari pelaksanaan
demokras kali ini bisadikatakan sebagai eksperimen
karena untuk kali pertamanya pemilihan umum
(pemilu) dualembaga, legidatif dan eksekutif, dilak-
sanakan secara serentak. Jika sukses akan tercatat
sebagai perigtiwabersgarah danhebat. Sebab, melak-
sanakan pemiludi negeri berpenduduk besar (265juta)
yang menghuni ribuan pulau dengan ratusan suku dan
menganut agama yang berbeda-bedaini bukanlah hal
yang mudah. Negara juga harus mengel uarkan biaya
lebih dari Rp 25 triliun.

Sebanyak 245.000 lebih calon anggota legid atif
(caleg) dari 16 partai politik (parpol) peserta pemilu
akan memperebutkan kursi-kurs di lembagalegidetif
dari tingkat pusat hingga daerah. Caon presiden dan
wakil presiden yang hanya dua pasang memudahkan
pemilih untuk menentukan pilihan. Apalagi duacaon
presidennyaadal ah tokoh yang tidak asinglagi.
Rumit dan Meeahkan

Pemilu serentak memilih pemimpin negara dan
wakil-wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah
banyak dinilai sebagai pemiluyang rumit. Partai peser-
ta sangat banyak, yakni 16 partai, jumlah caeg yang
hampir seperempat juta dan “disebar” daam empat
lembar surat suara (DPR, DPD, DPRD proving dan
DPRD kota/kabupaten) berukuran lebar bisa sgja
membuat banyak pemilih kebingungan memilih
wakilnya. Beruntung, KPU membolehkan orang
“yangbingung” untuk memilih partai yang cocok sgja.

Namun persoa an mungkin akan muncul padaseba
gian orang ketika selesai mencoblos dan harus mdlipat
kembali surat suara.
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Benarkah mdeahkan?Hd ini bisadilihat dari pros-
espemilu serentak yang memerlukan waktu hampir satu
tahun, sgjak Juli 2018 tahapan administrasi untuk
menentukan calon tetap anggota dewan, calon tetap
presiden dan wakil presiden, parpol peserta pemilu,
pendaftaran pemilih, dan lain-lain. Lalu, kampanye
bertahap-tahap sdlama ddgpan bulan, mulai September
2018 sampai menjelang hari H pencoblosan.

Kita semua tahu dan merasakan betapa nuansa
kampanye yang bermula biasa-biasa saja pada
akhirnya menghangat setelah beberapa kali acara
debat capres-cawapresdan tahapan kampanyeterbuka
yang diwarnai suasanaingar bingar. Berita-berita
hoaksyang bermunculan menambah runyam suasana.
Tidak berlebihan kal au dikatakan adakecenderungnan
upaya ingin mengacaukan proses pemilu dan men-
jauhkan lawan secaratidak sehat.
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Berita-berita hoaks yang
bermunculan menambah runyam
suasana. Tidak berlebihan kalau

dikatakan ada kecenderungnan upaya
ingin mengacaukan proses pemilu dan
menjatuhkan lawan secara
tidak sehat.
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Yang lelah addah semua pihak yang terlibat dan
berkepentingan dalam pemiluini, dari KPU danjgaran-
nyasampai tingkat KPPS, Bawadu, penegak hukum,
dantentusgaparaca eg sarta pasangan capres-cavapres
bersama pendukungnya. Para caleg, lebih-lebih para
caleg DPR-DPRD, harus berjuang keras. Sebab, sdain
untuk kemenangan dirinya, mereka juga masih harus
menyukseskan perolehan suara partainya dan capres-
cawapresyang didukungnya. Belum lagi sod danayang
harusdikd uarkan yang cukup besar.

Menurut Lembaga Penelitian Ekonomi
Masyarakat (LPEM) Ul, ongkos yang dikeluarkan
oleh seorang caleg DPR dan DPD bisamencapa Rp 2
miliar, DPRD proving Rp500jutasampal Rp 1 miliar,
dan DPRD kotalkabupaten Rp 250 jutasampal Rp 300
juta. Dana yang diperlukan untuk capres-cawapres
mungkinjugasampai ratusan miliar rupiah.

Namun biayatentu bukan persodan, terutamajika
meraih kemenangan, karena setelah itu mereka akan
menggenggam kekuasaan di samping berkesempatan
mengabdi kepada rakyat dan negara. Mungkin juga
ada tujuan ekonomi karena para wakil rakyat, misa-
nya, akan menjadi dlite palitik berpenghasilan banyak

dengan berbagai fasilitas sebagai orang
terhormat. Menjadi anggota DPR
dan DPD misalnya, akan berbeng-
hadan Rp 70 jutaan sampai Rp 80
jutaan dari gaji dan berbagai
penerimaan lain tiap bulan.
AnggotaDPRD di daerah bergan-
tung padakemampuan daerahnya.
Kita pun maklum mengapa begitu
banyak orang tertarik untuk men-
jadi wekil rakyat karenaternyata
ada ribuan cadeg yang berstatus

“belum bekerjd’.

Menangdan Kalah
Kini proses pemilu serentak
sudah berada pada tahapan akhir
yang menentukan. Rakyat sudah
mendengar berbagal janji dari para
kontestan. Pada tanggd 17 April
itulah nasib “para petarung” diten-
tukan oleh hadil hitungan suaradi TPS-
TPSdi seluruh TanaAir dan luar negei.
Pertanyaen kitatentu sgja, Sgpkeh mere-
ka menerima kenyataan, misalnya
kalah atau suara yang diperoleh
tidak mencukupi untuk menjadi
wakil rakyat? Sigp jugakah pasang-
an capres-cawapres beserta para
pendukungnya mengakui keung-
gulanlawannya?
Kita berharap jawabannya adalah
“siap” menerima kekalahan dengan legawa.
Atau“sapmenang” secaraterhormat.
Harapan selanjutnya, pemilu serentak
berlangsung lancar dan berakhir dengan aman
dan damai. Namun ha itu belum cukup, masih
harus dengan catatan, tingkat partisipas rekyat
dalam menggunakan hak pilih cukup besar dan
sebaliknya jumlah golput kecil. Pringp luber: lang-
ung, umum, bebas, danrahasiadan pringpjurdil: jujur
dan adil, benar-benar bisa diwujudkan. Kadau terjadi
permasal ahan, sedapat mungkin diselesaikan sesuai
dengan peraturan atau hukumyang berlaku.

Sungguhindah dan sguk rasanyakaau akhir “ pesta
demokras” ini bisaditerimasemuadengan lgoang dada,
negaratetgpaman dan NKRI tetap tegak berdiri. Namun
jujur sga, ada kekhawatiran pada rakyat kebanyakan,
pada akar rumput, setelah pemilu akan terjadi suasana
panas. Ha ini bisaterjadi kalau ada pihak yang kdah
tetapi tidak bisa menerima kekalahan, tentu dengan
berbagal dasan. Kita berhargp persodan yang muncul,
misalnya ada indikas pelanggaran UU Pemilu seperti
terjadi kecurangan, intimidas, politik uang, tidak jurdil
dan lainnya, disdesaikan medui lembaga yang diten-
tukan. Tidek perlu ngamuk menggerakkan massa. Jka
ini yangterjadi, ekgperimen pemiluserentak punternoda,
keadaan bisa kacau dengan berbagai efeknya, tujuan
melaksanakan demokrasi pun berubah menjadi
democrazy. (40)
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